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ABSTRAK : - Memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya 
untuk mewujudkan tujuan bernegara, tata kelola Ibu Kota Negara merupakan 
acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lain di Indonesia. Hingga saat 
ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota 
Negara, karenanya perlu membentuk Undang-Undang tentang Ibu Kota 
Negara. 

 
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 

18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. 
 

- Undang-Undang ini mengatur tentang Ibu Kota Negara yaitu Nusantara yang 
selanjut disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN); pembentukan, kekhususan, 
kedudukan, cakupan wilayah dan rencana induk IKN;Turut diatur Otorita Ibu 
Kota Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN, 
yaitu Kepala otorita dan wakil kepala yang penunjukan, pengangkatan dan 
pemberhentiannya langsung oleh presiden dengan konsultasi DPR; Mengatur 
mengenai kewenangan dan urusan pemerintahan Otorita IKN; Mengatur hal-
hal yang terkait penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, 
lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pertahanan dan keamanan 
Ibu kota negara; 

 
 

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan Tanggal 15 Februari 
2022; 

- Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN diatur 
dengan Perpres; 

- Tanggal pemindahan Ibu Kota Negara Ke IKN akan ditetapkan melalui 
Keppres; 

-  
- Mengubah Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1956, Pasal 5 dan Pasal 6 UU 

No. 47 Tahun 1999, Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2002, perubahan 
sesuai dengan ketentuan dalam UU ini pada uu disebut ditetapkan paling 
lama 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan; 

- Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan UU No 29 
Tahun 2007 diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU ini; 

- Penjelasan 24 hlm. 
- Lampiran 125 hlm. 

 
 
 


